
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dokter terbuka untuk mendapatkan perlindungan hukum secara represif berupa 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi. Proses mediasi 

memfasilitasi pasien untuk meminta tanggung jawab dokter tanpa harus menuntut ke 

pengadilan dan memberikan kesempatan bagi dokter untuk memperbaiki kesalahan 

dengan atau tanpa membayar ganti rugi, sehingga segala tuntutan pasien akibat 

pelimpahan kewenangan medis dapat diselesaikan di luar pengadilan. Pelimpahan 

kewenangan medis lazimnya terjadi dalam kondisi kegawatdaruratan untuk mencegah 

kematian, kecacatan, atau penderitaan yang berat pada seseorang ketika keadaan 

memungkinkan sesuai standar profesi dan intruksi/arahan yang diberikan spesialis. 

Perlindungan bagi PPDS yaitu, ketika semua prosedur telah dilakukan oleh PPDS 

mulai dari observasi pasien, memutuskan level supervise darurat terhadap suatu 

tindakan medis, dan meminta izin tindakan medis serta melaporkan hasil observasi 

kepada DPJP tidak menjadikan tanggung jawab sepenuhnya bagi PPDS, melainkan 

tanggung jawab DPJP yang merupakan pendamping PPDS di Rumah Sakit. 

2. Akibat hukum atas pelimpahan tindakan kedokteran dari dokter spesialis (penanggung 

jawab pasien) kepada dokter jaga (umum) yang mengakibatkan kegagalan upaya 

medis bagi pasien berdasarkan Permenkes 2052/Menkes/X/2011 tentang Izin Praktik 

dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran tanggung jawab hukumnya berada pada dokter 

spesialis sebagai pemberi pelimpahan sepanjang tindakan kedokteran yang dilakukan 

dokter jaga sesuai dengan intruksi/arahan spesialis, dalam hal dokter jaga melakukan 

tindakan kedokteran tidak sesuai dengan intruksi/arahan spesialis maka akibat hukum 



 

atas kegagalan upaya medis tersebut menjadi tanggung jawab personal oleh dokter 

jaga. 

B. Saran 

1. Perlindungan hukum terhadap DPJP (spesialis) dan dokter jaga di Rumah Sakit secara 

teoritik membuka kemungkinan untuk memperoleh perlindungan hukum yang bersifat 

represif. Oleh karena itu, disarankan kepada pasien, keluarga, masyarakat atau pihak 

yang berkepentingan atas sengketa medis akibat pelimpahan kewenangan sebaiknya 

menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang 

dilaksanakan dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan dokter dan 

pemuihan kerugian pasien akibat kegagalan medis sehingga segala tuntutan pasien 

dapat diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan. 

Untuk mengatasi kebutuhan tindakan kedokteran dalam kondisi kegawatdaruratan 

disarankan kepada Rumah Sakit untuk melakukan alternatif lain dengan mengurangi 

potensi permasalahan dengan menempatkan dokter spesialis dengan kompetensi 

khusus untuk menangani kasus kegawatdaruratan di IGD. Dokter spesialis tersebut 

berperan sebagai DPJP dalam penatalaksanaan kasus secara medis dalam keadaan 

darurat terutama pada pasien kritis dan mengerjakan tindakan yang time sensitive yaitu 

hasilnya baik bila dikerjakan secara segera. Pada keadaan di mana kondisi pasien telah 

stabil dan diagnosis telah dapat ditetapkan maka pasien dapat dialihkan kepada DPJP 

bidang keilmuan yang relevan tanpa khawatir adanya penundaan yang dapat 

menurunkan kualitas layanan medis kepada pasien. 
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